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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PURWOREIGO 
NOMOR 76 TAHUN 2017 

TENTANI 

PERUBAHAN KETISA ATAS 

PERATURAN BUFATI PURWOREJO NOBKOR 46 TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA 

Menimbang 2 

Mengingat 

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

BUPATI PURWOREJO, 

bahwa untuk membenkan doain dalm 
pengellaan bagi hasll pak daerah dan retribum 
dasrah untuk desa, telah diterbitkan Peraturan Dupad 
Parworelo Momor d6 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengeiodaan Bag Hamid Pajak Daerah dan Ketnbusi 
Daerah Untik Desa Khbagalmaha telah dubah 
beberapa kal wrakhir dengan Peraturii Bupab 
Puraoreo Nomor 65 Tahun 2014 

ta bresn pejalan dengan perkembangan kemasan, khunyanya 
denga oa sadar Pemertaan (Organ Perangi Deerraih dani 

Pajak Derrah dan Remibaua Darah Untuk Desa, maka 
eren aan dan Peniti Kupas srbapaknana 

Keira Bebelac petai Pelan (peer dara ui bornppa basi dana dirubah 

diksud peda huruf Aa dan huruf ob, perlu 
Peraturan Bupan tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupan Purworejo Komor 46 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengekdian Bagi Hamil 

Pajak Daerah den Febibual Daerah Untuk Desa, 

| Pasal 19 ayat t5h Ondeng Undang Dasar Negara 
Kepublik Indonesa Tahu 1945: 

1950 tentang 
Pembentukan Dawab-deerah Kibupaten Dalam 

Lingkungan Propanso Jawa Tengah 

#



Undang-Undang Komo 28 Tehun AM wretang 
Fak Taerah dan Ketribus Daerah (Lembaran 
Negara Kepuhkk Indonesa Tahun 2009 Nomer 1) 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesi 
Koor 3945) 
Undang-Undang Momot 29 Tahun J0 kmtang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Mega Republik 

Indorena Tahun 2014 Momor 244, Tambahan 
Lemibirar Magara Republik ladonesa Namor 3547) 
sebagaimana telah diubeb beberapa kal terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 
Momot 241 Tahun 2014 tenteng Pereriitahan Caerah 

Lembaran Negara Repubhk Indonesa Tahun 2015 
Morar 59 Tambahan lLeambaran Megatra Republik 
Indonesa Hemor 59577) 
Peratutan Daerah Kabupaten Puraorea Noor 2 

Tahun 2112 tentang Dam Hamil Pajak Daerah dan 
Reribud Darah Untuk Cesa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Moms 27 

| Peralhoran Dagrah Kabupaten Pursorek Motu 14 Tebar 
#19 otang Pembeotukan dan Susooan Peranghai Deerab 
Kabapan Pir Lembuwan Detrah Kahuparen 

Pureoreo Tahan A16 Mamat 14) sebagamuna belah dwubah 
denga Peraturan Dera Kabapatn Piraorrjo Mernot 1 

Tabun M7 berang Perubahan Aas Perotuao Cerah 
Kabupaai Turan Mono 19 Tahi AI Tn 

pembentukan dao Susunan Perangkat Daerah kabupaten 
Pureoreju (Lembaran Daerah Kabupaten Pura Tah 
SH7 Momo Il, 

Peraturan Bupot Pursorgo Naroor 46 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengdolaan Bap Ham) Pajak 
Deerah dan Rerribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pursoreyo Tahun 2012 Motor 44 

sebagamana telah diubah beberapa kah terakhir 
dengan Peraturan Bupad Purworejo Nong GG Tahun 
2014 tentang Perubahan Ketua Atas Peraturan 

Bupan Purna Komar && Tahun 2012 song 
Pedoman Pengelolaan Bap Has) Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Untuk “Desa lembaran Derrah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomer 87) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 4 
TAHUN DI12 TENTANG PEIKIMAN PENGELOLAAN 
BMA HASIL PAJAK DAERAH Oak RETRIBUSI 
DAERAH UNTUK DESA.



Pasal | 

Beberapa Ketentuan dakam Peraturan Bupay Purworejo Momot 4 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelodaan Pagi Hamid Pajak Daerah dan 
Retmbusi Daerah Untuk Desa jLetbaran Dastah Kabupaten Purworya 
Tabur 2012 Nomor 46), sebagamang celah diubah beberapa kall 
terakhir dengan Peratucan Bupal Parmwsorgo Nom 66 Tahun 2014 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupat Pureorepo More 45 
Tahun 2012 terang Pedoman Pengelodpan Ong Hasi Pajak Daerah dan 

Retribusi Operah Uncek Desa jLembaran Deetah Kabupaten Purworea 
Tabur 2014 Momor 671, diubah sebagai benkai 

KE Ketenbuan angka S5 dan angka 21 Pasal 1 diolah ahinpea 
berbunyi sebagai berrkut 
5 Badan Pemdepatan Pengeidaan Keuangan dar Aset Desah 

eng Selanjutnya diangkat BPPKAR adalah Badan Pendapatan 
Pengelolaan Kayangan dar Aset Oeerab Kabupaten Purworejo 

21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa varng selanjutnya 
disingkat Ehmpermades adalah Dima Pernterdaypan Masvarakat 

dan Desa Kabupaten Purworepa 

£ Ketentuan ayat 2) dan ayat 13) Pasal 11 diubah, sehingga berbunya 
sebagai berikut 

Pasat 11 

fl dokat Bad Haal PRO masng-maeig Oksa genap tahu 
aneparan ibtetapkao depan keputusan Pujati 

(el doko Bagi How) FORD sebagarmana diraksud peda ayat TI 
dihitung dah BPPKAD berdasarkan Alokasi Sementara dan 
Alokasi Defmot 

(31 Rancangan Keputusan Dupall ssbagalmana dbhaksud pada ayai 
115 diajukan oleh BPPKAD 

3 Ketentuan Posal 13 dogbah, selungaa berbunyi sebagai benkut 

Pasal 13 

CI Permohonan pencairan Bas Hal PORO sebagamarih 
dacakoud dalam Pasal 12 ayat (4) berdin dan permohonan 
pencatat Bagi Hasil Pajak Daerah dan permukaan pencairan 
Bap Hasil Fetnbus Daerah yang dibuat rangkap 4 tempat, 
dengan peruhtikkan 
ajah rangkap aall untuk BPPKAD: 
bo dantut rengkap salinan untuk Oonpermad as 
CI fsatuh rangkap sallnan untuk kecamatar, 
d | jeota| amgkap salinan untuk arsip Desa



(2l Permohonan Pencatan Bag Haalt Pajak Oeesrah deayjukan kara 
semata dengan dilaman' 

43h 

b. 
surat Permohonan Pencacan dari kepala Oeaa, 

Ketan Tanda Teng Bap Hasal Peyjok Oererah, betrneteral 

tuklip seng dilanda nga oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Dewa 
Foto Copy Buku Tabungan asas nama Rekemng kas Dena 
pada Rank yang dhtanjuk dan dilegalaur deh Pejabat Bank, 

Peraturan Desa tentang APD Desa steu Perubahan APD Desa 

yang mMehunjukkan bahwa Bagd Hasil Pajak Daerah sudah 
eantuat daham APBOssa/ Perubahan APEDesa, 
Kerana Anggaran naya (RAB) Bag Hami Pajak Daerah 
Salinan Surat Pertanggungamahan (SPS) Bagi Hasd Pajak 

Daerah tahun sebelumnya 

Permohonan Percatran Ban Haal Rebus Casrah diajukan 
secata tertulis dengan dhlampan 
mn 

h 

—
 

Surat Permmeronan Pencairan dan Kepala Lean, 

Katarai Tarda Tenma Bag Hal Retnbual Daetah 
bermeterad cakup yang ditanda tarigan oleh Kepsda Daa 
dan Bendahara Dea 
Fate Copy Duku Tabungan atas nara Bekep kas Dean 

pada Bank yang ditunjuk dan dilegahat oleh Pala Ban 

Peraturan Oku4 tendang APP Desa atau Perubahan APB Desa 
yang menunjukkan bahwa Bad Hamil keribum Daerah 
sudah tercantum dalam APADesaj Perubahan AFB Das, 
Rencana Anggaran Buaya (RAD) Bag Hasd Retnbum Daerah, 

Sabhan Surat Pertanggungawaban (SPV) Bap Hasi 

ketika Daerah tahun sebetumryga 

4 Permohonan Pencarran Bagi Hasil Payah Damah dan Gap Hamil 
Petnbu Daerah sebasumana drmaksud pada avet (2) dan ajat 

IS) diajukan kepada Bupab Cg Kepala BPPKAD metalul kepala 
KMipermades dalam rangkap 2 duel demam ketentuan sebagai 
benkut 

b 

L Isatoj rangkap aa, dhtujukan kepada Bupat Cg Kepala 

BPKAD metal Kepala Chopermades: 

T Jeatuh rabikap Balinan ditulukan kepada kepala 
Can permad 

Lal Permohonan Pencairan Bep Hasil Pak Daerah dan Ketibusi 

Deecah #ebasacmona duoeksud peda ayad 4) hurul a, dihampad 
pereraralan sebagaimana dimaksud pada ayat | hurafa hb 
dan serta ayat Ia) hutut aa, bdan



15 

Cl 

LA 

Kh 

(0 

11 

11 

1131 

(14 

Perceeboman Pencatan Bapi Hamili Pajak Daerah dar Pelibuks 

Deerah sebagawmana dimaksud pada ayat (dh huruf b, dilampn 
perataan #baguomnana dimakaud pada ayat (2) dan ayat JI 

Permohonan Pengairan Bap Haul Pajak Deerah dan Rebtbusi 

Deccah sebagaimana dimaksud pada ayat (4st dmampamkan oleh 
kepala Cesa kepada Camat untuk divedikasi dan dyaluaa 

Lintuk metakaanakan tenfhkag dan walyam sebagamnana 
dimakaud pada ayat (IT) Camat dapat membentak Tim Venfkaai 
dari Evalia 

Permnhonan Pencairan Bap Hasi Patak Darrah dan Retibum 

Daerah yang telah dilakukan vendkas dan alba 
Sebajarana diraksud pada aket (7), selamulaya disampaikan 
oleh Camat kepada Kepala Ihnpermades dengan Surat 

Penganiar serta dilampi Beda Acara Vonfikam dan Evaluam 
Persyaratan Pekaan 

Fermobhoran Pencairan Bap Hasi Pajak Daerah dan Fetnbuu 

Daerah benkut lampirannya eerbagalmana dimakaud pada ayat 
(Tk selanjutnya dilakukan vedAkasi deh Ohmpsitbadea 

Dalam melakukan Venfkas permohooan pencmran Bap Ilasil 
Palak Daerah dan Recibua Oaerah sebagalmana diocakaud 
pada avot (Ol Kepala Ompermides dupal cembestuk Tim 

Venfhhkosi 

Permobonen Pencairan Bagi Hasil Pajak Dasrah dan Retribuar 
Deerah yang telah doenfikas selanjutnya dasapafkan Oleh 

Den permad kepada Bupad Cg Kepala AFPRAD untuk diproses 

pencairan dengan dilampri Surat Pernyataan Tenggung 
Jawab dan Kepala Ooperbades atap proses verdikaal berkas 
permdhenan pencaran Bap Hasil Pajak Daerah dah Retebuet 
Laerah 

Kepala BPPKATI menyalakan langsung Bagi Hasil Pajak Daerah 
dan Felribum Caerah dari Rekenmg Kas Umum Casrah Ke 

Rekening Khas Desa melalui Bank yang ditanjuk 

Selelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD menyarpalkan Surel 
peroberitahuso pencawan kepada Pemerintah Dem oelalur 

Camat dengan tembusan Kepala Dinpermadrs



4 Ketentuan pasal 19 diubah sebingga berbunyi sebaga berikut 

Fasal 19 

IL Dag Hamil PORD yang diterima oleh Desa dipergunakan unik 
mebinay penyelenggaraan Pemerintahan Iksa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa. o keobinaan kemasyarakatan Desa, 
pemberdayaan masyarakat Desa, tak terduga danjatau 
pembaayaan Karsa 

H1 Lhhapus 

(S1 Oniapua 
Hi / Cihapus 

Pasal Il 

Peraturan Bupsl ai mula berlaku peda tanggat diundangkannya 

Apar abop orang mengetahuinya, memenntohkan penguodangan 

Feraturaa Bupab ym dengan perempatannya dalkm Berita Daerah 
Kabupaten Perorejo 

Halelapkan dl Purwoea 

peda tanggal 36 Oktober 2017 

BLPATI PeRwoark Ig 

ap Hg 

AAS BASTlLAK 

Tuundangkan di Fangurra 

pada tanggal 36 Oktober 2017 

SEKBFTARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

Gap 1g 

SU ROMADHUON 

BERITA DAERAH KABUPATEN PLEWORE It 

TAHUN 2017 HUMOR 76 SEE E NOMUk 58


